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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bahwa pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

tahun 2022 di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan  Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan PTSL ini juga 

merupakan bentuk dari kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepemilikan tanah masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Karangsari sangat 

mendukung dengan adanya kegiatan PTSL ini, dari hasil penelitian yang 

dilakukan 18 responden sudah menerima sertipikat hak milik sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan pada saat tahap penyuluhan. Pelaksanan 

kegiatan PTSL di Kelurahan Karangsari ini berjalan dengan lancar sehingga 

masyarakat di Kelurahan Karangsari telah mendapatkan kepastian hukum 

dengan menerima sertipikat hak milik atas tanahnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan, saran yang dapat diberikan yaitu : 

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk lebih 

memperhatikan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya dalam bidang 

pertanahan agar tidak ada lagi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kulon Progo 

pada tahun-tahun berikutnya.   
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